BAWASLU

ADAN PENGAWAS PEMIL
PROVINS] BE‘!IEAIE‘I‘;HLUG

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEKERJAAN JASA PENYEWAAN FASILITAS HOTEL

Nomor : 031/Bawas|u-SPK/VII112020

Pada hari ini rabu tanggal sembilan

_ belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
tangan di bawah ini setuju mengad

Puluh, kami yang bertanda
akan perjanjian pekerjaan :

1. Nama : Lopian Hidayat, SE.,M.Si
Jabatan  : Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Alamat : JI. Indragiri 1 Padang Harapan Kota Bengkulu

Dalan-1 hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Pranajaya

Jabatan  : General Manager Grage Hotel Bengkulu
Alamat : Jl. Pantai Nala 142 Kota Bengkulu

Bertindak untuk dan atas nama Grage Hotel Bengkulu Berdasarkan Surat Pesanan Pejabat Pembuat
Komitmen Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 030 /Bawaslu-SP/VIII/2020, tanggal 18 Aqustus 2020
Tentang Surat Pesanan Pekerjaan Penyedia Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel dalam rangka Kegiatan
Bimtek Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 s.d
21 Agustus 2020, yang Selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan
Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel dalam rangka Kegiatan Bimtek Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota
Se-Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 s.d 21 Agustus 2020. Serta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan Tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas ters'ebut,
yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel dalam rangka Kegiatan Blmt&'f
Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bagi
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi Bengkulu pada’tanggal 19 s.d 21 Agustus
2020.
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Pasal 2
DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerj i

k;:f:z:: :z;:;etiu: dalarn ?asal 1 (satu) di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar
eferensi- i i i i i perj

it I-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini,

1. Surat Pesanan Pejabat Pembuat Komitmen nomor :
2020 tentang Surat Pesanan Pekerjaan Penyedia 3}

Kegiatan Bimtek Penanganan Temuan dan Laporan
Tahun 2020.

Surat Penawaran harga Grage hotel Nomor : 60 /MKT/GHB/VIII/ZOZO, tanggal 18 Agustus 2020.
3. Dokumen - dokumen kontrak lain.

030/Bawas|u—SPNIII/2020, tanggal 18 Agustus
asa Penyewaan Fasilitas Hotel Dalam Rangka
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

e

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum
dalam Surat Perjanjian ini.

2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman
yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis serta ketentuan-
ketentuan lain yang tercantum dalam surat perjanjian ini.

3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 (satu ) Surat Perjanjian ini dan ketepatan
waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan seluruhnya atau sebagian tugas yang diterima dari

PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran pekerjaan yang dihasilkannya.

6. Kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

L

Pasal 4
HASIL PEKERJAAN
Hasil pekerjaan yang dilaksananakan oleh PIHAK KEDUA yang harus disampaikan kepada PIHAK
PERTAMA adalah Pekerjaan Jasa Penyewaan Fasilitas Hotel untuk Kegiatan Bimtek Penanganan Temuan
dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bagi Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 s.d 21 Agustus 2020, yaitu sebagai

berikut:
. R Harga JumlahHarga
No. Uraian Jumlah Volume Satuan (Rp) Rp)
Tanggal 19 s.d 21 Agustus 2020
|. | Bimtek Penanganan Temuan dan
Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
- Paket Rapat Fullboard 65 Pack 2 700.000,- 91.000.000,-
JUMLAH 91.000.000,-
Sembilan puluh satu juta rupiah
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Pasal 5

pat Perpanjangan/penambahan waktu pe i j i
Surat Perjanjian Tambahan (Add

endum).
Pasal 6
HARGA BORONGAN
1. Jumlah harga borongan pekerjaan tersebut dalam Surat Perjanjian ini ditetapkan sebesar
Rp. 91.000 000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), dan merupakan biaya yang dibebankan
Pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu TA 2020.
2. i

segala pengeluaran beserta
pajak-pajak, biaya materai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan Yang berlaku.,
Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pekerjaan dalam pasal 6 Surat perjanjian ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA,
dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Pasal 8

BEBAN BIAYA DAN PAJAK

ubungan dengan pembuatan i biaya

materai sebesar Rp. 6000,- (emnam ribu rupiah) untuk setiap lembar Surat Perjanjian ini
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

2.  Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan ini ditanggun

g oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
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KEDUA dikenakan denda sebesy
" . a se
diperingatkan tersebyt. r 1% (satu
Maksimuy —_
Phicel t’: rgs:tda bl;umulanf ditetapkan sebesar % (lima persen) dari jumlah b
mengakibatkan lken? wa ielaksa"aa" Pekerjaan bertentangan den
glan bagj p
2tas kerugian tersebur, < PERTAMA, maka PIHAK Kep
Denda-denda te

PIHAK PERTAMA

persen) dan memperbaikj kesalahan/kelalaian Yang

iaya pekerjaan,
gan Surat Perjanjian inj dan
UA bertanggung jawap penuh

rsebut dalam pasal iNi, akan dinerh;
’ nd -
kepada PIHAK KEDUA. perhitunglan dengan kewajiban Pembayaran

Pasal 10

) PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN
1. Jika PIHAK PERTAMA Mengadakan perubahan dalam setj i

_ Yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PI
PERTAMA akan dibayarkan pPIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. i

Pasal 11
' KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE )
Yang dimaksud Keadaan memaksa * dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang

berada diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja
dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak,yaitu :

a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan baniir);
b. Perang revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali
terjadi antara karyawan di pihak Pertama dan atau Pihak Kedua);

C. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK PERTAMA
dan atau PIHAK KEDUA);

d. Keadaan Memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah

Apabila terjadi “Keadaan Memaksa” maka :

a. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi
“keadaan memaksa”.

b. Apabila selama 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK PERTAMA tidak
membuat pernyataan yang dimaksudkan Ayat 2 Huruf a dalam pasal ini, maka PIHAK KEDUA
berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat
persetujuan tertulis,

c. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA tentang “Keadaan Mamaksa” tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan
jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya “Keadaan Memaksa”
tersebut, .

d. PIHAK KEDUA wajib mengamankan lapangan dan segera menghentikan seluruh keglalar!
pekerjaan setelah menerima pemyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan memaksa dari
PIHAK PERTAMA.

e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, sgtelah
diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
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AK KEDUA menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para
Pekerjakan oleh PIHAK KEDUA.

Apabila “Keadaan Memaksa”
Pasal 5, dan pasal 12 Surat Perjanjian inj.

itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan-ketenman

Pasal 12

tidak mau mengindahkannya dalam hal :
a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya seba
Pasal 1 dan pasal 4 Surat perjanjian ini,

b. Jika jangka wakty yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini tidak ditepati,
karena kelalaian PIHAK KEDUA.

C. Dalam waktu saty bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja tidak atau belum
memulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 (satu) Surat Perjanjian

gaimana mestinya yang dimaksud dalam

d. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya
€. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan

f.  PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang di tugaskan oleh PIHAK
PERTAMA.

g- PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan PIHAK PERTAMA
sehubungan dengan pekerjaan ini.

h. Denda akumulatif telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan,
seperti dalam pasal 11 ayat (3) Surat Perjanjian ini.

2. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Perusahaan lain
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) di atas, atas biaya ditanggung oleh
PIHAK KEDUA.

3. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 (satu) perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti
rugi kepada PIHAK PERTAMA, tetapi berhak atas pembayaran prestasi dengan memperhitungkan
nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, serta kerugian negara.

4. Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan
persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
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Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasamya akan diselesaikan

secara musyawarah.

2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan

oleh suatu “Pa.nitia pendamai” yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh
kedua belah pihak dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota, dan
C. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian
perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.

4. jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu
pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

Pasal 14
TEMPAT KEDUDUKAN
Untuk pelaksaan perjanjian ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih
tempat kedudukan ( domisili ) yang tetap dan sah di kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 15
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang
dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian
tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari surat
Perjanjian ini.

2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai secukupnya. Dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubunganya dengan

pekerjaan ini.
Bengkulu, tanggal bulan tahun tersebut di atas,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT. SUPRABINA LESTARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(GRAGE HOTEL BENGKULU) BAWASLU PROVINSI BFNGKULU
~ e . : APEL 5 //
A7 I, . KIABBEAHF543200605 ~ 4
\ v ) \’/ y
TR X @800
\ 'IBURUPIAH
PRANAJAYA

General Manager
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